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PERA TURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 1 TAHUN 2010
TEMTANG
PENYELENG(GARAAN PELAYANAN PERIZINAN
OLEH BADAN 'ELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENCOAN RAHMAT TUHAN ¥ANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARL
Menimbang  © 2. bahwa pengelolaan pelayanan nerizinen selama ini welah disior dalam
Peraturan Dasrah vang terscbar pada masing-masing instanst pengelola
perizinan  sehingga  menimbulkan dampalke  sulilnya  pengurusan
perizinan bapi masyarakat karena panjangiya proses hirakrast.

b, bahwa puna  mempersingkat  jalur birokrase o perzinan, maka
dibentuklah Badan Pelavanan Terpadu Satu Pinty untuk meninglkatkan
elicktivitas dan elisicnsi pelayanan perizina

¢, Badan Pelwvanon Terpadu Satn Pintu sebagal unit organissasl yang
melaksanakan  peluyanan  perizinan  perlu  diberikan  kewenangan
pelayanan perizinan:

d. balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a. hurul b dan huraf ¢ pertu membentuk Peratiran Daerah tentang
Penvelenggarcan Pelayanan Perizinan oleh Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pint:

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1636 tentang Pembentukan Daeral
inonom Kohupaten Dalam Lingkungan Daersh Propinsl Sumaters
Tengal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Momor 23)
sebagaimana leleh diubah dengan Undang-Undang Momor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Dagrah Tingkat 1 Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat 11 Tanjung Jabunp (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1965 Nemer 50, Tambahan Lembaran Negara

Fepu blik Indonesia Nomor 2755%

E\J

Undang-Undang  Memer 8§ Tabun 1974 teniang Paokok-Pakok
Kepepawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1574
Momor 55, Tambahan Lembaran Megara Republil Indonzsia Nomor
3041), sebagaimana relah diubah dengan Undang-Undang Nomoe 43
Talun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor & Tabun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomer 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momar 28907,

3. Undang-Undang.......




Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 temang Perimbangan
Keuangan Amara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Ur dang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 temtang Pembagian
Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan -Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741):

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tabun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor §8.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Perawran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di
Daerah;

- Peraturan  Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006

tentang Pengelolnan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

- Peraturan Dacrah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Derah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomsor 3);

- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan............



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN :
<«

Menetapkan @ PERATURAN  DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PERIZINAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan |aerah ini vang dimaksud dengan:

el

0.

G,

wd

Daerah adalah Kabupaten Patang Hari.

Penerintah Daerah adalab Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penvelenggaraan
Pemerintaly Dezrah.

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Batang Hari.

Perangkat Daerah  adalah  Unsur  Pembantue  Bupati - dalam Penyelenggaraan
Pemertahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas
Daerah. Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Badan Pelavaran Terpadu Satu Pintu, Selanjutnya disingkat BPTSP adalah Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari yang memiliki tugas pokok dan fungsi
mengelola serua bentuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Batang
Hari dengan sistem sata pintu.

Insansi adalah Satvan kerja yang membidangi tugas pokok dai fungsi pelayanan umum
Pola Pelavanan perizinan adalah pelayanan terhadap pemberian izin yang dilakukan
oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perangkat Dacrah Teknis lerkait adalah Badan, Dinas, Kantor vang mengelola
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Izin acalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan

Dacrah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sab atau
diperbolehkannya sesecrang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu

_Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan

tertentu. baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

. Non Perizinan adalah Dokumen yang diberikan kepada seseorang atau pelaku usaha/

hegiatan terten.u tidak menyangkut aspek legalitas usaha.

Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada

vrang pribadi vau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,
atau fasilitas tertemtu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestrarian
lingkungan.

. Penvederhanain Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan

hiayva pembuatin [zin dan Non Perizinan.

14. Penyelenggaraan..........



14,
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(2)

(3)

Penyelenggar:an Pelayanan Terpadu Sat Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permehonan
sampai ketahay terbitnya dokumen dilakukan dalan satu tempat.

Perizinan Paralel adalah Penyelenggaraaan Perizinan yang diberikan kepada pelaku

usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu izin, yang diproses secara
terpadu dan bersamaan.

. Biaya Pelayanan adalah biaya vang dikeluarkan pemohon untuk memperoleh dokumen

vang besarny1 telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Han.

Dinas Pendap.tan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjuinya disingkat
DPPKAD ada.ah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Batang Hari

BAB 11
I ENYELENGGAR:\AN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 2

Setiap orang : tau badan y g mengajukan permohonan perizinan kepada Pemerintah
Kabupaten Batang Hari harus menyampaikan permohonan kepada Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Penvelenggaran Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pertzinan,

b Non Perizian: dan

¢. Perizinan Tertentu.

Perizinan sebazaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. erdiri dari:

a lzin Usaha Penyediaan Barang: Jasa Pemborong/ Jasa Lainnya (SIIP):

b, Surat [zin Tempat Usaha (SITU),
|zin Usaha lasa Konstruksi (STUJK);

(4]

d.lzin Penelirian:

lzin Keramaian/ Hiburan:

L]

lzin dan Pendattaran Usaha Peternakan;

lzin Usaha Pertambangan;

q

lzin Pertambangan Daerah.

=

Surat Izin I'enyediaan Tenaga Listrik Non PLN;

Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP),

o

fzin Pengguna Jalan;

fzin Usaha Angkutan Or'ung dan Barang;

. lzin Pendir an Bengkel Kendaran Bermotor;

n. lzin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHH-LKH):

b lzin Praktel. Bidan:

(
p. lzin Klintk:
(. lzin Laboretorium;

rolzin Apotek...o

~



lzin Apote
s dzin Oprike I
t. lzin Toko Obat;
u. lzin Prakte< Apoteker;
v. lzin Prakte < Asisten Apoteker;
w. Izin Lokas:
. lzin Penge olaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
v, lzin Pemanfaatan Air Bawah Tanah:
z. lzin Jasa Fasilitas Sungai Diperairan Pedalaman; dan
4. lzin Reklame:
(4) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf'b, terdiri dari:
a. Tanda Daf ar Perusahaan (TDP):
b, Tanda Dahar Gudang (TDG):
¢. Tanda Dafiar Industri (TDI) dan Surat Izin Industrr (S1U1D)
d. Pengupian 'endaraan Bermotor; dan
¢, Persetujuar Perinsip:
(3) Perizinan tertentu sebagaim ma dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, terdiri dari:
a. lzin Mendirizan Banguni n:
b lzin Gangguan (HOY);
c. 1zin Trayek: dan
d. lzin Usaha Perikanan.

(0) Standar Operational Prosedur (SOP) tentang pelayanan perizinan, Non Perizinanan dan
Perizinan Tertentu vang terdiri dari persyaratan, mekanisme, standar waktu dan biaya
tkan diatur dengan Peraturan Bupati.

nerLsiil

BAB I
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
- Pasal 3

(1) Kepala  Balan  Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  mempunyai  kewenangan
menandatangani perizinan, non perizinan dan perizinan tertentu,

(2)  Kepala Baday Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan setiap perizinan yang
dikeluarkan |.epada Bupat: secara berkala.

(33 Ketenwan lesih fanjut mengenai teknis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
MEKANISME
Pasal 4

(13 Permohonan izin yang memerlukan kajian teknis dampak lingkungan diproses melalui
penghajian Tim Kerja Teknis.

(2) Tim Kerja Toknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Instansi teknis
terkait yang d tetapkan dengan Keputusan Bupati.
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(3) Setiap anggota Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pads ayat (2) wajib
memberikan kajian teknis secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara.

(4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayal (3) ditandatangani oleh Tim Kerja
Teknis dan di:etujui Kepala SKPD yang bersangkutan.

(5) Perizinan yarg diatur dalam Peratuan Perundang-undangan berdasarkan sifat dan
jenisnya, harus melalui pengkajian teknis dan tetap dilaksanakan oleh dinas/ instansi.

Pasal 5

Perangkal Daerah sang secara teknis terkait dengan penyelenggaraan BPTSP berkewajiban
dan bertanggungjrwab untuk  melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas
pengelolaan perizitan/ non perizinan dan penentuan/ pencapaian target Pendapatan Asli
Dacrah (PAD) sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

(1) Pada saat Per:turan Daerah ini berlaku maka seluruh kewenangan Pengurusan dan
Penerbitan Per zinan, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu yang berada pada SKPD \
Teknis schagai nana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diserahkan kepada BPTSP.

(2) lzin yang telan dikeluarkan berdasarkan Peraturan Dacrah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ¢ yat (2) masih tetap berlaku sampai berakhimya batas berlakunyz izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Pada saat Peraturan Duerab ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Bup:ti Kabupaten Batang Hari Momaor 7A Tahun 2008 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu: dan

b. Surat Keputusin Bupati Batang Hari Nomor 620 Tahun 2008 tentang Pelimpahan
Wewenang Penandatanganan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet,
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Hal-hal yang belwn diawur dalem Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis pelaksanaanya
diatur lebih fanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 9.....................

]
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Pasal 9
Peraturan Daeral ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan

Agar seiiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratwran Dacrah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
22¢Maret 2010 -
/

Diundangkan di Muara Bulian &T NG

Pada tanggal 22 7 arat

SEKRETARIS
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 1 TAHUN2010
TENTANG
_ PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
OLEF BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Dalam rangha untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan
pelayanan prima Lepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan pelayan perizinan
satu pintu terhadzp masyarakat/ investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten
Batang Hari yang dikelola secara tertib sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
efektif. efisien. ckenomis. transparan, berkeadilan, kepatutan dan manfaat pelayanan
perizinan satu piatu. dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten
Batang Har.

Badan Pelay man Terpadu Satw Pintu Kabupaten Batang Hari dibentuk berdasarkan
Peratran Daeral  Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai pelaksana dar Peraturan
Pemerinteh Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai salah
satu lembaga teknis daerah, lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua
bentuk pelayanan perizinan vang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tchap penerbitan dokumen secara terpadu yang dilakukan disatu tempat
dengan mengacu pada Peratu an Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peayelenggaraza Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untek
menyederhanakan birckrasi pelayanan perizinan dan non perizinan,

I, PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Culup Jelas

Pasal 2
Cukup lelas

Pasal 3
Avat (0 menjelaskan bahwa Kajian Teknis tersebut menentukan layak atau

tidak layvak izin yang akan diterbitkan.

Pasal 4

Cukup Jelas
Pasul 5

Cukup Jelas
Pasal o

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8.............
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I'asal 8
Cukup lelas
Pasal 9
Cukup Jelas
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